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SURAT PENGANTAR 

NOMOR: 000.8.6.2/685/Sekre/DPMDPPKB/VII/2026 

No. Jenis Yang Dikirim Banyaknya Keterangan 

1 Laporan Rencana Aksi Reformasi 

Birokrasi (RB) Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Desa 
Pengendalian Pendududk dan  
Keluarga Berencana  Kabupaten 
Buleleng Tahun 2026 

1 Gabung 

 
 
 
 

Demikian untuk maklum atas 

perhatiannya, kami sampaikan 

terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kepada: 

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng 

Cq. Bagian Organisasi Kabupaten Buleleng 

 

di - 

Singaraja 
 



Instansi

I II I II Koordinator Pelaksana

1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 17 18 19 20 23 24 25 28 29

TEMA PENGENTASAN KEMISKINAN

1 Terwujudnya 

transformasi 

ekonomi yang 

berkelanjutan

1 Tingkat 

kemiskinan

5,2 % 5,02 % Belum optimalnya 

sinergitas kebijakan 

program 

penanggulangan 

kemiskinan

Optimalnya sinergitas 

kebijakan program 

penanggulangan 

kemiskinan

1 Persentase  

sinergitas kebijakan 

program 

penanggulangan 

kemiskinan yang 

berdampak

100 % Penguatan koordinasi 

lintas instansi 

pemerintah dalam 

penanggulangan 

kemiskinan

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Menyusun Peraturan Daerah 

tentang penanggulangan 

kemiskinan

1 Jumlah Peraturan Daerah 

tentang penanggulangan 

kemiskinan

Dokumen 1 - - Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Penguatan koordinasi 

lintas instansi 

pemerintah dalam 

penanggulangan 

kemiskinan

Fokus Intervensi 

pada Tema

2 Menyusun Rencana 

Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah (RPKD)

1 Jumlah Dokumen Rencanan 

Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah (RPKD)

Dokumen 1 1 - Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Penguatan koordinasi 

lintas instansi 

pemerintah dalam 

penanggulangan 

kemiskinan

Fokus Intervensi 

pada Tema

3 Menyusun Surat keputusan Tim 

Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan (TKPK)

1 Jumlah Surat Keputusan Tim 

Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan (TKPK)

Dokumen 1 1 - Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Penguatan koordinasi 

lintas instansi 

pemerintah dalam 

penanggulangan 

kemiskinan

Fokus Intervensi 

pada Tema

4 Menyusun Rencana Aksi 

Tahunan (RAT) penanggulangan 

kemiskinan

1 Jumlah Dokumen Rencana 

Aksi Tahunan (RAT) 

penanggulangan kemiskinan

Dokumen 1 1 - Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Penguatan koordinasi 

lintas instansi 

pemerintah dalam 

penanggulangan 

kemiskinan

Fokus Intervensi 

pada Tema

5 Melakukan monitoring dan 

evaluasi Pelaksanaan 

Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah (LP2KD)

1 Jumlah  monitoring dan 

evaluasi  Pelaksanaan 

Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah (LP2KD)

Laporan 1 - - Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

2 Tingkat sinkronisasi 

data sasaran 

penerima manfaat 

program 

penanggulangan 

kemiskinan yang 

akurat

100 % Peningkatan akurasi 

data kemiskinan dan 

penguatan pemanfaatan 

data kemiskinan

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Menyiapkan data sasaran 

penerima manfaat program 

penanggulangan kemiskinan

1 Jumlah Dokumen Data 

Terpadu Sosial Ekonomi 

Nasional (DTSEN)

Dokumen 1 - - Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

 Peningkatan akurasi 

data kemiskinan dan 

penguatan pemanfaatan 

data kemiskinan

Fokus Intervensi 

pada Tema

2 Menyelenggarakan pendataan 

untuk penanganan kekumuhan

1 Jumlah dokumen data 

permukiman kumuh yang 

terverifikasi

Dokumen 1 - -                4.110.000 - - Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan 

Ruang, Perumahan 

dan

Kawasan Permukiman

Peningkatan akurasi 

data kemiskinan dan 

penguatan pemanfaatan 

data kemiskinan

Fokus Intervensi 

pada Tema

3 Menyelenggarakan pendataan 

untuk fakir miskin

1 Jumlah Fakir Miskin Cakupan 

Daerah Kabupaten/Kota yang 

Didata (PMKS)

Orang 4000    1.000    2.000                7.000.000 1.000.000                    2.000.000 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

3 Tingkat 

pengendalian inflasi

2,5 +- 1 % Penguatan koordinasi 

lintas instansi 

pemerintah dalam 

penanggulangan 

kemiskinan

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Menyelenggarakan koordinasi 

pengendalian inflasi

1 Jumlah laporan koordinasi 

pengendalian inflasi

Laporan 12 3 6             180.877.123            24.322.023                  72.670.023 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Bagian Perekonomian 

Pembangunan

Keterjangkauan pangan 

dengan menurunkan 

beban rumah tangga 

miskin

Fokus Intervensi 

pada prioritas 

pembangunan 

nasional

2 Menyelenggarakan pemantauan 

stok/pasokan barang kebutuhan 

pokok

1 Jumlah laporan pelaksanaan 

pemantauan harga dan stok 

barang kebutuhan pokok

Laporan 12 3 6             103.987.400                 660.800                  51.993.700 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Perdagangan, 

Perindustrian dan 

Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah

3 Menyelenggarakan koordinasi dan 

sinkronisasi ketersediaan barang 

kebutuhan pokok di 

distributor/agen pangan di 

wilayah kota

1 Jumlah laporan pelaksanaan 

koordinasi dan sinkronisasi 

ketersediaan barang

Laporan 12 3 6  -  -  - Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Perdagangan, 

Perindustrian dan 

Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah

Belum optimalnya 

pemenuhan hak dasar, 

pengurangan beban 

hidup, dan perbaikan 

kualitas hidup 

masayarakat miskin

Optimalnya pemenuhan hak 

dasar, pengurangan beban 

hidup, dan perbaikan 

kualitas hidup masayarakat 

miskin

1 Persentase layanan 

jaminan kesehatan,  

sosial 

ketenagakerjaan dan 

rehabilitasi sosial 

yang memadai

100 % Integrasi program 

perlindungan sosial dan 

pemberdayaan 

masyarakat miskin

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Memberikan Bantuan Iuran 

Jaminan Kesehatan (PBI JKN)

1 Jumlah dokumen pengelolaan 

jaminan kesehatan masyarakat

Dokumen 12 3 6        71.769.726.000     30.426.000.000           60.852.000.000 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Kesehatan

Integrasi program 

perlindungan sosial dan 

pemberdayaan 

masyarakat miskin

Fokus Intervensi 

pada Tema

2 Menyusun Hasil Pendataan 

Pekerja pada Perusahaan

1 Jumlah laporan pekerja yang 

terdaftar sebagai Peserta 

Jamsostek

Laporan 12 3 6               29.961.870              6.516.205                  27.073.270 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi dan 

Energi Sumber Daya 

Mineral

Integrasi program 

perlindungan sosial dan 

pemberdayaan 

masyarakat miskin

Fokus Intervensi 

pada Tema

3 Memberikan bantuan sembako, 

bansos uang dan bansos barang 

kepada lansia

1 Jumlah lansia yang 

memperoleh bantuan sosial 

Orang 647 150 400             188.314.725            25.673.000           132.735.950,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Integrasi program 

perlindungan sosial dan 

pemberdayaan 

masyarakat miskin

Fokus Intervensi 

pada Tema

4 Memberikan bantuan sembako 

kepada anak terlantar

1 Jumlah anak terlantar 

memperoleh bantuan sembako

Orang 100 25 50               25.673.000         6.418.250,00             12.836.500,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Integrasi program 

perlindungan sosial dan 

pemberdayaan 

masyarakat miskin

Fokus Intervensi 

pada Tema

5 Memberikan bantuan sembako 

dan bansos uang kepada 

penyandang disabilitas

1 Jumlah Penyandang 

Disabilitas Memperoleh 

Bantuan Sembako dan Bansos 

Uang

Orang 533 150 300             235.692.000       26.100.800,00             51.773.800,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Integrasi program 

perlindungan sosial dan 

pemberdayaan 

masyarakat miskin

Fokus Intervensi 

pada Tema

6 Memberikan bantuan sembako 

kepada PMKS

1 Jumlah PMKS memperoleh 

bantuan sembako

Orang 200 50 100               51.346.000            12.836.500             25.673.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Integrasi program 

perlindungan sosial dan 

pemberdayaan 

masyarakat miskin

Fokus Intervensi 

pada Tema

7 Memberikan bantuan alat bantu 

kepada penyandang disabilitas

1 Jumlah penyandang disabilitas 

memperoleh bantuan alat 

bantu

Orang 85 - 40             133.097.880                          -               66.548.940,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Integrasi program 

perlindungan sosial dan 

pemberdayaan 

masyarakat miskin

Fokus Intervensi 

pada Tema

8 Menfasilitasi penyaluran PKH 1 Jumlah keluarga yang 

terfasilitasi PKH

Keluarga 500 125 250                1.000.000                 250.000                      500.000 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Integrasi program 

perlindungan sosial dan 

pemberdayaan 

masyarakat miskin

Fokus Intervensi 

pada Tema

9 Memberikan bantuan sembako 

kepada kelompok rentan

1 Jumlah kelompok rentan 

memperoleh bantuan sembako

Orang 250 - -               66.641.250                          -                                  -   Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Integrasi program 

perlindungan sosial dan 

pemberdayaan 

masyarakat miskin

Fokus Intervensi 

pada Tema

10 Memberikan bantuan logistik 

pada korban bencana

1 Jumlah korban bencana yang 

mendapat bantuan logistik

Orang 90 - -             130.358.560                          -                                  -   Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah

2 Persentase  RTLH 

yang direhabilitasi 

100 % Kemudahan akses 

layanan dasar bagi 

penduduk miskin

Fokus Intervensi 

pada prioritas 

pembangunan 

nasional

1 Memberikan bantuan perbaikan 

RTLH

1 Jumlah bantuan perbaikan 

RTLH

Unit 13 - 13 270.600.000 - 270.600.000 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan 

Ruang, Perumahan 

dan

Kawasan Permukiman

Link Bukti Dukung

           36.250.000                  72.500.000 

Rencana Aksi

Output

 RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

No
Sasaran 

Strategis
Indikator

Permasalahan
Baseline Satuan

Tahun 2025 Tahun 2026

Baseline Satuan

Output Anggaran (Rp)

Indikator

Target Satuan Bentuk Intervensi 

Sesuai SE 

MenPANRB

Keterangan 

Intervensi

Target

Realis

asi
Realisasi Realisasi

Satuan

15 16

Tahunan
Triwulan (Akumulasi)

TAHUNAN (Rp)
Triwulan (Akumulasi)

Realis

asi

  Permasalahan

3

Sasaran Indikator

10

            145.000.000 



Instansi

I II I II Koordinator Pelaksana

1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 17 18 19 20 23 24 25 28 29

Link Bukti DukungRencana Aksi

Output

No
Sasaran 

Strategis
Indikator

Permasalahan
Baseline Satuan

Tahun 2025 Tahun 2026

Baseline Satuan

Output Anggaran (Rp)

Indikator

Target Satuan Bentuk Intervensi 

Sesuai SE 

MenPANRB

Keterangan 

Intervensi

Target

Realis

asi
Realisasi Realisasi

Satuan

15 16

Tahunan
Triwulan (Akumulasi)

TAHUNAN (Rp)
Triwulan (Akumulasi)

Realis

asi

  Permasalahan

3

Sasaran Indikator

10
Kemudahan akses 

layanan dasar bagi 

penduduk miskin

Fokus Intervensi 

pada prioritas 

pembangunan 

nasional

2 Memberikan bantuan 

peningkatan kualitas RTLH

1 Jumlah Bantuan Peningkatan 

Kualitas RTLH

Unit 187 37 112     3.910.561.052,50     810.561.052,50        2.385.561.052,50 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan 

Ruang, Perumahan 

dan

Kawasan Permukiman

3 Persentase  peserta 

didik yang menerima 

bantuan sarana 

pendidikan

100 % Kemudahan akses 

layanan dasar bagi 

penduduk miskin

Fokus Intervensi 

pada prioritas 

pembangunan 

nasional

1 Memberikan bantuan seragam 

sekolah, sepatu dan tas pada 

peserta didik Sekolah Dasar

1 Jumlah peserta didik Sekolah 

Dasar mendapat bantuan 

seragam sekolah, sepatu dan 

tas

Peserta 

Didik

1482  -  -          1.999.521.810  -  - Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga

Kemudahan akses 

layanan dasar bagi 

penduduk miskin

Fokus Intervensi 

pada prioritas 

pembangunan 

nasional

2 Memberikan bantuan seragam 

sekolah, sepatu dan tas pada 

peserta didik Sekolah Menengah 

Pertama

1 Jumlah peserta didik Sekolah 

Menengah Pertama mendapat 

bantuan seragam sekolah, 

sepatu dan tas

Peserta 

Didik

1272  -  -          1.999.278.720  -  - Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga

Kemudahan akses 

layanan dasar bagi 

penduduk miskin

Fokus Intervensi 

pada prioritas 

pembangunan 

nasional

3 Memberikan bantuan seragam 

sekolah, sepatu dan tas pada 

peserta didik TK

1 Jumlah peserta didik TK 

mendapat bantuan seragam 

sekolah, sepatu dan tas

Peserta 

Didik

1707  -  -          1.966.771.260  -  - Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga

4 Tingkat Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia yang 

kompenten

100 % Penguatan program 

pemberdayaan ekonomi 

berbasis komunitas dan 

UMKM

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Memberikan pelatihan berbasis 

kompetensi

1 Jumlah tenaga kerja yang 

mendapat pelatihan berbasis 

kompetensi

Orang 32  - 32               31.232.625  -                  31.232.625 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi dan 

Energi Sumber Daya 

Mineral

Penguatan program 

pemberdayaan ekonomi 

berbasis komunitas dan 

UMKM

Fokus Intervensi 

pada Tema

2 Memberikan pembinaan teknis 

budidaya ikan 

1 Jumlah kelompok budidaya 

ikan memperoleh pembinaan 

teknis

Kelompok 35 9 21               95.430.419            14.314.563                  52.405.815 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Pertanian, 

Ketahanan Pangan 

dan Perikanan

Penguatan program 

pemberdayaan ekonomi 

berbasis komunitas dan 

UMKM

Fokus Intervensi 

pada Tema

3 Menyelenggarakan pelatihan 

keterampilan olahan pangan

1 Jumlah usaha mikro 

memperoleh pelatihan 

keterampilan olahan pangan

Unit Usaha 50 - 25               61.851.326  -                  27.925.663 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Perdagangan, 

Perindustrian dan 

Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah

Penguatan program 

pemberdayaan ekonomi 

berbasis komunitas dan 

UMKM

Fokus Intervensi 

pada Tema

4 Menyelenggarakan Kegiatan BEA 

(Mobile Clinic, Demoday, dan 

Business matching) dan BUE

1 Jumlah unit usaha mikro

yang mengikuti Kegiatan BEA 

(Mobile Clinic, Demoday, dan 

Business matching

Unit Usaha 25 5 10               54.405.335              8.563.000                  22.164.333 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Perdagangan, 

Perindustrian dan 

Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah

Penguatan program 

pemberdayaan ekonomi 

berbasis komunitas dan 

UMKM

Fokus Intervensi 

pada Tema

5 Menyelenggarakan pengembangan 

UMKM melalui desain dan 

teknologi

1 Jumlah UMKM terfasilitasi 

pengamebangan desain dan 

teknologi

Unit Usaha 50 - 50             434.229.750  -                434.229.750 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Perdagangan, 

Perindustrian dan 

Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah

Penguatan program 

pemberdayaan ekonomi 

berbasis komunitas dan 

UMKM

Fokus Intervensi 

pada Tema

6 Menyelenggarakan pembinaan 

dan pelatihan seni tradisional

1 Jumlah komunitas seni yang 

mendapatkan pendidikan dan 

pelatihan

Kelompok 5 1 2               28.588.800              5.385.725                  19.488.800 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata

Penguatan program 

pemberdayaan ekonomi 

berbasis komunitas dan 

UMKM

Fokus Intervensi 

pada Tema

7 Memberikan pelatihan 

kepariwisataan dan ekonomi 

kreatif

1 Jumlah masyarakat yang 

memperoleh pelatihan 

kepariwisataan dan ekonomi 

kreatif

Orang 350 100 190             201.001.414 142.995.991 162.331.132 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata

5 Persentase 

kelompok dan 

pelaku usaha 

penerima bantuan  

yang sesuai 

ketentuan 

100 % Penguatan program 

pemberdayaan ekonomi 

berbasis komunitas dan 

UMKM

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Memberikan bantuan hibah uang 

kepada kelompok perikanan

1 Jumlah kelompok perikanan 

memperoleh bantuan hibah 

uang

Kelompok 3 - -             350.000.000 - - Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Pertanian, 

Ketahanan Pangan 

dan Perikanan

Penguatan program 

pemberdayaan ekonomi 

berbasis komunitas dan 

UMKM

Fokus Intervensi 

pada Tema

2 Memberikan bantuan hibah uang 

kepada Kelompok Pengolah dan 

Pemasar (Poklahsar) 

1 Jumlah Poklahsar perikanan 

memperoleh bantuan hibah 

uang

Pelaku 

Usaha

5 - -             250.000.000 - - Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Pertanian, 

Ketahanan Pangan 

dan Perikanan

Penguatan program 

pemberdayaan ekonomi 

berbasis komunitas dan 

UMKM

Fokus Intervensi 

pada Tema

3 Memberikan bantuan hibah uang 

kepada kelompok pertanian

1 Jumlah kelompok pertanian 

memperoleh bantuan hibah 

uang

Kelompok 16 - -          1.140.000.000 - - Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Pertanian, 

Ketahanan Pangan 

dan Perikanan

6 Persentase 

infrastruktur dasar 

yang difasilitasi

100 % Keterjangkauan pangan 

dengan menurunkan 

beban rumah tangga 

miskin

Fokus Intervensi 

pada prioritas 

pembangunan 

nasional

1 Membangun jalan usaha tani 1 Jumlah jalan usaha tani yang 

dibangun

Unit 1 - -               40.000.000 - - Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Pertanian, 

Ketahanan Pangan 

dan Perikanan

Kemudahan akses air 

bersih (kesejahteraan 

dasar)

Fokus Intervensi 

pada prioritas 

pembangunan 

nasional

2 Meningkatkan kapasitas jaringan 

air minum

1 Jumlah keluarga yang 

memperoleh peningkatan 

kapasitas jaringan air minum

Keluarga 214 - 71          1.500.000.000  -                497.000.000 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan 

Ruang, Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman

TEMA MENDORONG HILIRSASI

1 Terpenuhinya 

sarana dan 

prasarana 

infrastruktur yang 

berkualitas

1 Persentase 

jalan dan 

jembatan 

dalam 

kondisi 

mantap

74 % 75 % Masih kurang 

memadainya kondisi 

jalan dalam 

mendistribusikan kopi 

Terwujudnya perbaikan 

jalan membantu 

memperlancar pelaku usaha 

kopi dalam 

mendistribusikan kopi 

1 Persentase 

perbaikan jalan 

dalam satu tahun 

guna membantu 

memperlancar 

pelaku usaha kopi 

dalam 

mendistribusikan 

kopi

100 % Peningkatan efisiensi 

logistik dan 

infrastruktur 

pendukung hilirisasi

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Melaksanakan rehabilitasi jalan 1 Jumlah panjang jalan yang 

direhabilitasi 

KM 1 0,25 0,5 38.865.192.000 4.011.063.000 19.822.060.500 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan 

Ruang, Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman

2 Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi

1 Presentase 

kontribusi 

sektor 

pertanian 

dalam PDRB

20,33 % 20,27 % Belum optimalnya 

pemasaran produk 

unggulan kopi di 

Kabupaten Buleleng

Mengoptimalkan media 

promosi hasil  produk 

unggulan kopi belum 

optimal

1 Persentase media 

promosi hasil 

produk unggulan 

kopi

100 % Pengembangan riset dan 

inovasi teknologi 

hilirisasi

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Melaksanakan kegiatan promosi 

hilirisasi produk unggulan kopi

1 Jumlah promosi hilirisasi 

Produk unggulan kopi

video 1 - 1 376.000 - 376.000 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Belum optimalnya 

produksi komoditas 

kopi tercermin dari 

produktivitas yang 

masih dibawah potensi 

yang dipengaruhi oleh  

faktor teknis budidaya 

yang kurang maksimal, 

keterbatasan sarana 

dan prasarana, serta 

rendahnya kapasitas 

sumber daya manusia

Meningkatnya produksi 

komoditas kopi yang 

menjadi produk unggulan di 

Kabupaten Buleleng

1 Persentase 

peningkatan 

produksi pertanian 

komoditas kopi 

100 % Pengembangan riset dan 

inovasi teknologi 

hilirisasi

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Melaksanakan Pengelolaan 

Sumber Daya Genetik dan 

Pemanfaatan Sumber Daya 

Genetik Tumbuhan

1 Jumlah pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya 

genetik tumbuhan

Kelompok 2 - - 105.440.000 - - Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Pertanian, 

Ketahanan Pangan 

dan Perikanan

2 Persentase 

Kontribusi  

Industri 

Pengolahan 

dalam PDRB

6,6 % 6,65 % Belum optimalnya 

kompetensi pelaku 

usaha pengolah kopi 

perlu ditingkatkan

Meningkatnya pengetahuan 

pelaku usaha pengolah kopi 

tentang teknik produksi

1 Persentase  pelaku 

usaha kopi yang 

mendapat informasi 

teknik produksi 

yang baik

100 % Pengembangan riset dan 

inovasi teknologi 

hilirisasi

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Melaksanakan pelatihan teknik 

pengolahan kopi

1 Jumlah pelaku usaha 

pengolah kopi yang mendapat 

pengetahuan teknik 

pengolahan kopi yang baik

Pelaku 

Usaha

15 - - 26.000.000 - - Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Perdagangan, 

Perindustrian, 

Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah

Belum optimalya 

pemahaman tentang 

Informasi branding  oleh 

pelaku usaha kopi

Meningkatnya pemahaman 

branding bagi pelaku usaha 

kopi

1 Persentase pelaku 

usaha kopi yang 

memahami branding

100 % Pengembangan riset dan 

inovasi teknologi 

hilirisasi

Fokus Intervensi 

pada Tema
1 Melaksanakan sosialiasi branding 

bagi pelaku usaha kopi
1 Jumlah sosialisasi branding 

yang diikuti pelaku usaha kopi 

Laporan 1 - - 26.000.000 - - Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Dinas Perdagangan, 

Perindustrian, 

Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah

TEMA PENINGKATAN INVESTASI

1 Meningkatnya 

Nilai Investasi 

Daerah

1 Persentase 

Nilai 

Investasi 

PMA dan 

PMDN

1 % 2 % Meningkatnya promosi 

potensi investasi bagi 

pelaku usaha mikro di 

Kabupaten Buleleng

1 Persentase 

pelaksanaan 

promosi di 

Kabupaten Buleleng

100 % Inovasi penyediaan 

layanan pendampingan 

bagi investor

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Menyelenggarakan promosi 

potensi investasi bagi usaha yang 

menjadi kewenangan daerah 

kabupaten berupa pembuatan 

video investasi

1 Jumlah video promosi 

investasi yang dibuat

Video 2 - 2 376.000 - 376.000 Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Substansi Promosi 

Penanaman Modal

Inovasi penyediaan 

layanan pendampingan 

bagi investor

Fokus Intervensi 

pada Tema

2 Melaksanakan promosi investasi 

daerah terhadap projek investasi 

milik OPD di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Buleleng

1 Jumlah proyek investasi 

daerah yang di promosikan

Proyek 

Investasi 

Daerah

3 - 3  - - - Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Substansi Promosi 

Penanaman Modal

Meningkatnya jumlah 

pelaku usaha mikro yang 

bermitra dengan pelaku 

usaha besar

2 30 MoU Inovasi penyediaan 

layanan pendampingan 

bagi investor

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Menyelenggarakan temu bisnis 

(matchmaking ) antara pelaku 

usaha mikro dan pelaku usaha 

besar

1 Jumlah peserta kegiatan temu 

bisnis (matchmaking )

Pelaku 

usaha

30 - -  23.330.000 - - Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Substansi Promosi 

Penanaman Modal

Inovasi penyediaan 

layanan pendampingan 

bagi investor

Fokus Intervensi 

pada Tema

2 Menyusun laporan kegiatan temu 

bisnis (Matchmaking ) antara 

pelaku usaha Mikro dengan 

pelaku usaha Besar

1 Jumlah laporan kegiatan temu 

bisnis (Matchmaking ) yang 

disusun

Laporan 1 - -  - - - Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Substansi Promosi 

Penanaman Modal

Belum optimalnya 

penyampaian informasi 

potensi-potensi investasi 

komoditas dan non 

komoditas daerah bagi 

para investor dalam 

negeri dan luar negeri

Jumlah Nota 

Kesepahaman (MoU) 

antara UMKM dan 

pelaku usaha besar 

yang terealisasi
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Realis

asi

  Permasalahan

3

Sasaran Indikator

10
Kurangnya insentif-

insentif yang diberikan 

pemerintah daerah 

untuk menarik investor 

guna meningkatkan 

nilai investasi 

1 Jumlah kebijakan 

kemudahan 

investasi yang 

sesuai dengan 

ketentuan

1 Dokumen Pemberian insentif yang 

mendorong peningkatan 

investasi di sektor-

sektor prioritas

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Melaksanakan koordinasi dengan 

Organisasi Perangkat Daerah 

terkait pemberian insentif bagi 

para investor yang akan 

dituangkan dalam Peraturan 

Bupati

1 Jumlah surat hasil koordinasi 

terkait muatan rancangan 

Peraturan Bupati Kemudahan 

Investasi

Dokumen 4 - 4 - - - Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Substansi 

Pengendalian dan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal

Pemberian insentif yang 

mendorong peningkatan 

investasi di sektor-

sektor prioritas

Fokus Intervensi 

pada Tema

2 Menyusun Peraturan Bupati 

Kemudahan Investasi Daerah 

yang memuat berbagai macam 

fasilitas investasi, sebagai upaya 

peningkatan realisasi investasi

1 Jumlah dokumen Peraturan 

Bupati Kemudahan Investasi 

Daerah tentang Insentif 

Investasi

Dokumen 1 - -  - - - Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Substansi 

Pengendalian dan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal

100 % Inovasi penyediaan 

layanan pendampingan 

bagi investor

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Menyelenggarakan bimbingan 

teknis dan fasilitasi pelaporan 

Perizinan Berusaha dan LKPM

1 Jumlah pelaku usaha yang 

mengikuti bimbingan teknis 

dan fasilitasi terkait pelaporan 

LKPM

Pelaku 

Usaha

100 - -  25.690.000 - - Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Substansi 

Pengendalian dan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal

Inovasi penyediaan 

layanan pendampingan 

bagi investor

Fokus Intervensi 

pada Tema

2 Kepatuhan pelaku usaha yang 

mengikuti bimtek terkait syarat-

syarat perizinan berusaha

1 Persentase  peserta bimtek 

yang memenuhi syarat 

perizinan berusaha

Persentase 100 - -  - - - Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Substansi 

Pengendalian dan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal

Inovasi penyediaan 

layanan pendampingan 

bagi investor

Fokus Intervensi 

pada Tema

3 Menyusun Laporan Realisasi 

Investasi Daerah berdasarkan 

LKPM para pelaku usaha pada 

sistem OSS-RBA

1 Jumlah Laporan Realisasi 

Investasi

Laporan 1 - -  - - - Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Substansi 

Pengendalian dan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal

Lemahnya pengawasan 

terhadap kegiatan 

usaha yang menjadi 

kewenangan pemerintah 

daerah dan telah 

memiliki perizinan 

berusaha 

Terwujudnya transparansi 

dan akuntabilitas dalam 

pelaksanaan kegiatan 

pengawasan perizinan

1 Persentase kegiatan 

usaha yang diawasi 

secara berkala

100 % Peningkatan 

transparansi, 

akuntabilitas, dan 

pengawasan proses 

perizinan

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Menyusun SK Tim Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal di 

Kabupaten Buleleng Tahun 2026

1 Jumlah SK Tim Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman 

Modal di Kabupaten Buleleng 

Tahun 2026

Dokumen 1 1 -  - - - Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Substansi 

Pengendalian dan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal

Peningkatan 

transparansi, 

akuntabilitas, dan 

pengawasan proses 

perizinan

Fokus Intervensi 

pada Tema

2 Menyelenggarakan pengawasan 

rutin terhadap Pelaku Usaha yang 

telah memiliki Perizinan 

Berusaha, bersama-sama dengan 

Instansi Teknis Terkait

1 Jumlah kegiatan usaha yang 

diawasi

Kegiatan 

Usaha

200 10 70  4.411.200 480.000 1.290.300 Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Substansi 

Pengendalian dan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal

Peningkatan 

transparansi, 

akuntabilitas, dan 

pengawasan proses 

perizinan

Fokus Intervensi 

pada Tema

3 Menyusun laporan pengawasan 

kegiatan usaha berdasarkan BAP 

Pengawasan Kegiatan Usaha

1 Jumlah laporan pengawasan 

kegiatan usaha

Laporan 4 1 2  - - - Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Substansi 

Pengendalian dan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal

Belum optimalnya 

pemerataan kompetensi 

SDM Petugas Pelayanan 

dan Pengawasan 

Investasi

Meningkatnya kompetensi 

dari SDM Pengawasan 

Penanaman Modal

1 Persentase SDM 

pengawasan 

penanaman modal 

yang berkompeten

100 % Penguatan SDM 

pelayanan perizinan dan 

pengawasan investasi

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Mengikuti pelatihan SDM secara 

E-Learning yang diadakan oleh 

Kemenveshil/BKPM

1 Jumlah sertifikat pelatihan 

dengan nilai minimal Baik

Sertifikat 

dengan nilai 

minimal 

Baik

10 - -  - - - Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Seluruh Substansi 

pada Dinas 

Penanaman Modal 

dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Penguatan pelayanan 

publik melalui 

pengembangan 

digitalisasi pelayanan 

publik terpadu

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Menyusun SOP SIAJAIB 1 Jumlah SOP SIAJAIB Dokumen 1 1 -                          750 750 - Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Sekretariat

Penyederhanaan proses 

perizinan investasi pusat 

dan daerah

Fokus Intervensi 

pada Tema

2 Menyusun SOP Izin Reklame 1 Jumlah SOP Perizinan Izin 

Reklame

Dokumen 1 1 - 750 750 - Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Sekretariat

2 Jumlah kebijakan 

Pendelegasian 

Kewenangan 

Perizinan sebagai 

upaya 

penyederhanaan 

proses perizinan 

yang sesuai dengan 

ketentuan

1 Dokumen Penyederhanaan proses 

perizinan investasi pusat 

dan daerah

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Menyusun Peraturan Bupati 

tentang Pendelegasian 

Kewenangan Perizinan

1 Jumlah dokumen Peraturan 

Bupati Pendelegasian 

Kewenangan Perizinan

Dokumen 1 - - - - - Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Substansi Pengaduan, 

Kebijakan dan 

Pelaporan Layanan

3 Nilai survey 

kepuasan 

masyarakat (SKM) 

terhadap pelayanan 

publik perizinan 

yang diberikan 

dengan adanya 

aplikasi SIAJAIB 

dan OSS-RBA

85 Nilai Penguatan pelayanan 

publik melalui 

pengembangan 

digitalisasi pelayanan 

publik terpadu

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Menyusun laporan Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM)

1 Jumlah laporan Nilai Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

pada sistem SIAJAIB

Laporan 4 1 2 7.831.850 1.957.963 3.915.925 Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Substansi Pengaduan, 

Kebijakan dan 

Pelaporan Layanan

TEMA MENDUKUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL

83,46 Nilai Rendahnya pengetahuan 

dan kesadaran 

masyarakat 

mengkonsumsi pangan 

beragam, masih 

berorientasi pada 

pangan tunggal 

terutama beras dan 

kurang memanfaatkan 

pangan lokal lainnya 

seperti umbi, serealia, 

kacang-kacangan, dan 

pangan hewani

Meningkatnya pengetahuan 

dan kesadaran masyarakat 

mengkonsumsi pangan 

beragam, masih berorientasi 

pada pangan tunggal 

terutama beras dan kurang 

memanfaatkan pangan lokal 

lainnya seperti umbi, 

serealia, kacang-kacangan, 

dan pangan hewani

1 Jumlah Masyarakat 

yang diberdayakan 

melalui Edukasi dan 

Promosi 

Penganekaragaman 

Pangan Berbasis 

Sumber Daya Lokal 

(Kelompok)

33 Kelompok Diversifikasi pangan 

sesuai potensi local

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Menyelenggarakan Pelatihan 

pengolahan dan inovasi produk 

pangan lokal

1 Jumlah Pelatihan pengolahan 

dan inovasi produk pangan 

lokal

Kelompok 22 4 10

2 Memfasilitasi kelompok untuk 

kampanye konsumsi pangan lokal

1  Jumlah kelompok yang 

difasilitasi kampanye 

konsumsi pangan lokal 

Kelompok 11 2 5

Belum Optimalnya 

Lumpung Pangan 

Masyarakat yang ada di 

masing - masing desa 

terhadap inflasi bahan 

pokok terutama beras 

untuk memenuhi 

jumlah cadangan 

pangan pemerintah yang 

dibutuhkan oleh 

pemerintah kabupaten 

Buleleng

Terwujudnya cadangan 

pangan pemerintah yang 

dibutuhkan oleh 

pemerintah kabupaten 

Buleleng

1 Jumlah Cadangan 

Pangan Pemerintah 

Daerah (CPPD) dan 

Pendampingan di 

LPM dan Perpadi 

(Ton)

66 Ton Penguatan tata kelola 

distribusi dan logistik 

pangan

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Pendampingan pembinaan 

kelompok LPM (Lumbung Pangan 

Masyarakat) guna peningkatan 

jasa bagi anggota kelompok LPM 

(Lumbung Pangan Masyarakat)

1  Jumlah kelompok LPM yang 

mendapatkan pendampingan 

cadangan pangan 

Kelompok 24 6 12             129.435.800              5.251.240                    6.688.740 Dinas Pertanian, 

Ketahanan Pangan 

dan Perikanan 

Dinas Pertanian, 

Ketahanan Pangan 

dan Perikanan 

Peningkatan produksi 

pangan nasional 

berbasis teknologi dan 

inovasi pertanian

Fokus Intervensi 

pada Tema

2 Menyelenggarakan Pendampingan 

Penggunaan Sarana Pendukung 

Pertanian

1 Jumlah kelompok dan/ subak 

yang mendapatkan 

pendampingan Penggunaan 

Sarana Pendukung Pertanian

Kelompok 

dan/ Subak

20 5 10 - - - Dinas Pertanian, 

Ketahanan Pangan 

dan Perikanan 

Dinas Pertanian, 

Ketahanan Pangan 

dan Perikanan 

1 Jumlah Peta 

Ketahanan dan 

Kerentanan Pangan 

1 Dokumen Peningkatan 

keterjangkauan pangan 

bagi masyarakat miskin 

dan rentan

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Pembinaan konsep pangan B2SA 

kepada Keluarga miskin ekstrem 

dan stunting untuk dapat 

menggunakan lahan secara 

maksimal sehingga dapat 

mencukupi kebutuhan pangan 

keluarga

1 Jumlah desa yang 

mendapatkan pembinaan 

terkait konsep pangan B2SA

Desa 98 15 44               90.054.500            14.882.505                  45.027.250 Dinas Pertanian, 

Ketahanan Pangan 

dan Perikanan 

Dinas Pertanian, 

Ketahanan Pangan 

dan Perikanan 

Perluasan Makanan 

Bergizi Gratis (MBG) 

untuk meningkatkan 

pemerataan akses 

makanan sehat dan 

bergizi.

Fokus Intervensi 

pada Tema

2 Melaksanakan Monev 

pemantauan Stok dan Gizi yang 

terkandung pada MBG

1 Jumlah SPPG yang dimonev 

terkait ketersediaan stok dan 

pemenuhan standar gizi MBG

SPPG 12 3 6 3.984.200 569,985 1.964.455 Dinas Pertanian, 

Ketahanan Pangan 

dan Perikanan 

Dinas Pertanian, 

Ketahanan Pangan 

dan Perikanan 

Kebijakan pelaksanaan 

swasembada air untuk 

irigasi pertanian

Fokus Intervensi 

pada prioritas 

pembangunan 

nasional

3 Menyelenggarakan Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan  

Jaringan Irigasi Usaha Tani 

1 Jumlah jaringan irigasi usaha 

tani yang dibangun, 

direhabilitasi, dan diperlihara

unit 1 - - 40.000.000 - - Dinas Pertanian, 

Ketahanan Pangan 

dan Perikanan 

Dinas Pertanian, 

Ketahanan Pangan 

dan Perikanan 

Belum optimalnya 

proses perizinan 

sehingga menghambat 

pelayanan publik yang 

berdampak pada Indeks 

Kepuasan Masyarakat 

(IKM)

Belum optimalnya 

pemanfaatan luas lahan 

pertanian yang 

dibandingkan dengan 

jumlah penduduk 

sehingga berpengaruh 

terhadap tingkat 

ketersediaan pangan 

Dinas Pertanian, 

Ketahanan Pangan 

dan Perikanan 

Dinas Pertanian, 

Ketahanan Pangan 

dan Perikanan 

Meningkatnya pemanfaatan 

luas lahan pertanian yang 

dibandingkan dengan 

jumlah penduduk sehingga 

berpengaruh terhadap 

tingkat ketersediaan pangan 

Terwujudnya Peraturan 

Bupati Kemudahan 

Investasi Daerah tentang 

Pemberian Insentif Investasi 

sebagai aturan pelaksana 

Peraturan Daerah Nomor 2 

tahun 2024 tentang 

pemberian insentif dan 

kemudahan investasi

Kurangnya kesadaran 

pelaku usaha (badan 

usaha/perorangan) 

untuk melaporkan 

kegiatan usahaya 

sehingga realisasi 

investasi tidak sejalan 

dengan rencana 

investasi.

Meningkatnya realisasi 

investasi melalui bimbingan 

teknis dan fasilitasi, guna 

meningkatkan tingkat 

pelaporan Perizinan 

Berusaha dan LKPM

1 Persentase pelaku 

usaha yang 

mengikuti 

bimbingan teknis 

dan fasilitasi yang 

melaksanakan 

kewajiban pelaporan 

Perizinan Berusaha 

LKPM

1 NilaiTerpenuhinya

kebutuhan 

pangan,

sandang dan 

papan Krama 

Buleleng

1

Terwujudnya proses 

perizinan yang lebih 

sederhana dan mudah 

dengan menggunakan OSS-

RBA dan Sistem Aplikasi 

Perijinan Online Buleleng 

(SIAJAIB)

1 Persentase 

penyederhanaan 

proses perizinan 

pada Izin Reklame 

pada SIAJAIB yang 

telah terintegrasi 

dengan SIREKO 

Bapenda

100 %

Indeks 

Ketahanan 

Pangan 

83,36        232.566.367,00            34.884.958                116.283.186 
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Sasaran Indikator

10

TEMA MENDORONG AKSES, KUALITAS DAN MUTU PENDIDIKAN

1 Terwujudnya 

pemerataan 

aksesabilitas, 

kualitas dan mutu 

pendidikan

1 Persentase 

Penduduk 

Buleleng 

berusia 5-6 

tahun yang 

berpartisipas

i dalam 

Pendidikan 

PAUD (APS 5-

6)

2 Laporan 56,18 % Tidak TersediaNya data 

anak usia sekolah 

berusia 5-6 tahun

Terwujudnya  data 

Penduduk Buleleng berusia 

5-6 tahun berdasarkan 

catatan administrasi 

kependudukan

1 Persentase 

ketersediaan data 

penduduk buleleng 

usia 5-6 tahun 

berdasarkan catatan 

administrasi 

kependudukan

100 % Intervensi Khusus 

Untuk Kelompok Rentan

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Berkoordinasi dengan Disdukcapil 

dan Dinas PMD untuk 

mendapatkan jumlah populasi 

anak usia 5-6 tahun berdasarkan 

NIK 

1 Jumlah data populasi anak 

usia 5-6 Tahun berdasarkan 

NIK yang didapatkan hasil 

kordinasi dengan Disdukcapil 

dan PMD

Laporan 1 - - 2.500.000,00 - - Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Rendahnya kesadaran 

masyarakat tentang 

pentingnya pendidikan 

pra sekolah

Meningkatnya  kesadaran 

masyarakat tentang 

pentingnya pendidikan pra 

sekolah

1 Persentase 

kesadaran 

masyarakat tentang 

pendidikan pra 

sekolah

100 % Intervensi Khusus 

Untuk Kelompok Rentan

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Melaksanakan sosialisasi 

program, kampanye atau gerakan 

1 tahun sekolah PAUD bagi anak 

usia 5-6 tahun yang belum 

menempuh PAUD

1 Jumlah sosialisasi program, 

kampanye atau gerakan 1 

tahun sekolah yang dilakukan 

bagi anak usia 5-6 tahun 

Laporan 5 - 2 59.188.168,00 - 7.519.370,00 Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Belum optimalnya 

ketersediaan sarana dan 

prasarana PAUD

Mengoptimalkan 

ketersediaan Sarana dan 

Prasarana PAUD

1 Persentase 

Kesediaan sarana 

prasarana PAUD 

yang memadai

100 % Pembangunan dan 

Revitalisasi 

Infrastruktur Satuan 

Pendidikan

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Fasilitasi 

Pembangunan/revitalisasi sarana 

prasarana PAUD bersumber dana 

dari APBN

1 Jumlah pembangunan / 

revitalisasi sarpras PAUD yang 

terfasilitasi

Unit 90 - - - - - Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Terkendalanya Akses 

pendidikan

Meningkatnya kemudahan 

akses pendidikan

1 Persentase 

kemudahan akses 

pendidikan

100 % Pembangunan dan 

Revitalisasi 

Infrastruktur Satuan 

Pendidikan

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Kerjasama dengan pihak Pemdes 

dalam hal akses layanan 1 desa 1 

PAUD

1 Jumlah pemdes yang menjalin 

kerjasama dalam mendukung 

kegiatan 1 desa 1 PAUD

Pemdes 105 - - 2.500.000,00 - - Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Minimnya dukungan 

biaya personil murid 

dari keluarga yang 

kurang mampu

Terfasilitasinya biaya 

pendidikan bagi murid dari 

keluarga kurang mampu

1 Jumlah siswa yang 

terfasilitasi biaya 

pendidikan dari 

keluarga yag kurang 

mampu

100 % Intervensi Khusus 

Untuk Kelompok Rentan

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Penyediaan bantuan pendidikan 

perlengkapan langsung berupa 

pakaian 

1 Jumlah siswa penerima 

bantuan perlengkapan 

langsung berupa pakaian 

Siswa 1707 - - 2.000.000.000,00 - - Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

2 Persentase 

penduduk 

Buleleng 

berusia 7-15 

tahun yang 

berpartisipas

i dalam 

pendidikan 

dasar (APS 7-

15)

2 Laporan 100 % Tidak Tersedianya data 

anak usia sekolah 

berusia 7-15 tahun

Terwujudnya  data 

Penduduk Buleleng berusia 

7-15 tahun berdasarkan 

catatan administrasi 

kependudukan

1 Persentase 

ketersediaan data 

penduduk buleleng 

usia 7-15 tahun 

berdasarkan catatan 

administrasi 

kependudukan

100 % Intervensi Khusus 

Untuk Kelompok Rentan

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Berkoordinasi dengan Disdukcapil 

dan Dinas PMD untuk 

mendapatkan jumlah populasi 

anak usia 7-15 tahun 

berdasarkan NIK 

1 Jumlah data anak usia 7-15 

Tahun berdasarkan NIK yang 

didapatkan hasil koordinasi 

dengan disdukcapil dan dinas 

PMD 

Laporan 1 - - 978.030,00 - - Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Rendahnya kesadaran 

masyarakat tentang 

pentingnya pendidikan 

dasar

Meningkatnya  kesadaran 

masyarakat tentang 

pentingnya pendidikan 

Dasar

1 Persentase 

kesadaran 

masyarakat tentang 

pendidikan sekolah 

dasar

100 % Intervensi Khusus 

Untuk Kelompok Rentan

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Melaksanakan sosialisasi edukasi 

program wajib belajar 12 tahun

1 Jumlah sekolah yang 

mendapatkan sosialisasi 

edukasi program wajib belajar 

12 tahun

Sekolah 548 - 465 - - - Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

2 Terwujudnya 

Pemerataan 

Aksesabilitas, 

Kualitas dan Mutu 

Pendidikan

1 Persentase 

penduduk 

Buleleng 

berusia 7-15 

tahun yang 

berpartisipas

i dalam 

pendidikan 

dasar (APS 7-

15)

2 Laporan Belum optimalnya 

ketersediaan sarana dan 

prasarana Sekolah 

Dasar

Mengoptimalkan 

ketersediaan Sarana dan 

Prasarana Sekolah Dasar

1 Persentase 

Kesediaan sarana 

prasarana Sekolah 

dasar yang memadai

100 % Pembangunan dan 

Revitalisasi 

Infrastruktur Satuan 

Pendidikan

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Fasilitasi 

Pembangunan/revitalisasi sarana 

prasarana sekolah bersumber 

dana dari APBN

1 Jumlah pembangunan / 

revitalisasi sarpras pendidikan 

dasar yang terfasilitasi

Unit 779 - - - - - Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Penyediaan bantuan pendidikan 

perlengkapan langsung berupa 

pakaian 

1 Jumlah siswa penerima 

bantuan perlengkapan 

langsung berupa pakaian 

Siswa 2754 - - 4.167.218.000,00 - - Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

2 Fasilitasi Penyediaan bantuan 

biaya pendidikan program 

beasiswa dari APBN

1 Jumlah siswa penerima 

beasiswa jenjang Pendidikan 

dasar yang terfasilitasi

Siswa 15886 - - - - Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

18,31 % Tidak Tersedianya data 

anak usia sekolah 

berusia 7-18 tahun yang 

tidak bersekolah pada 

pendidikan formal dan 

pendidikan vokasi 

namun tidak mengikuti 

program pendidikan 

kesetaraan, belum 

dimiliki;

Terwujudnya  data 

Penduduk Buleleng berusia 

7-18 tahun berdasarkan 

catatan administrasi 

kependudukan yang tidak 

bersekolah pada pendidikan 

formal, non formal dan 

Pendidikan Vokasi

1 Persentase 

ketersediaan data 

penduduk buleleng 

usia 7-18 tahun 

berdasarkan catatan 

administrasi 

kependudukan

100 % Intervensi Khusus 

Untuk Kelompok Rentan

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Berkoordinasi dengan Desa untuk 

mendapatkan jumlah populasi 

anak usia 7-18 tahun yang tidak 

bersekolah

1 Jumlah data anak usia 7-18 

tahun yang tidak bersekolah 

yang didapatkan hasil 

koordinasi dengan Desa 

Laporan 1 - - - - - Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Menyusun Kebijakan berkaitan 

dengan Pencegahan dan 

Penanganan Anak Tidak Sekolah 

(PP ATS)

1 Jumlah Kebijakan PP ATS yang 

sesuai ketentuan

Dokumen 1 - 1 - - - Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

2 Melakukan verifikasi Anak Tidak 

Sekolah (ATS) pada dashboard 

Kemdikbud

1 Jumlah verifikasi yang 

dilakukan oleh Tim PP ATS

Laporan 1 - - - - - Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

3 Melaksanakan sosialisasi dan 

Edukasi Pendidikan Non Formal

1 Jumlah Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM) yang 

mendapatkan sosialisasi dan 

edukasi program Pendidikan 

Non Formal

PKBM 16 - - - - - Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Belum optimalnya 

ketersediaan sarana dan 

prasarana Pendidikan 

Non Formal

Mengoptimalkan 

ketersediaan Layanan 

Sarana dan Prasarana 

Pendidikan Non Fomal yang 

layak dan memadai

1 Persentase 

Kesediaan sarana 

prasarana 

Pendidikan Non 

Formal yang 

memadai

100 % Pembangunan dan 

Revitalisasi 

Infrastruktur Satuan 

Pendidikan

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Fasilitasi 

Pembangunan/Revitalisasi sarana 

dan prasarana sekolah Non 

Formal  dari APBN

1 Jumlah pembangunan / 

revitalisasi sarpras sekolah 

Non Formal yang terfasilitasi

Unit 16 - - - - - Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

3 Terwujudnya 

pemerataan 

aksesabilitas, 

kualitas dan mutu 

pendidikan

1 Capaian 

Literasi dan 

Numerasi 

jenjang 

Pendidikan 

Dasar

2 % Literasi SD 

67,08%;

Numerasi SD 

55,94%;

Literasi SMP 

77,01%;

% Belum meratanya 

distribusi Guru

Mengoptimalkan 

pemerataan  distribusi 

Guru

1 Persentase 

pemerataan 

distribusi guru 

sesuai dengan 

ketentuan

100 % Penguatan Kapasitas 

dan Kualitas Guru dan 

Tenaga Kependidikan

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Melaksanakan pemetaan APKL 

pada sekolah

1 Jumlah sekolah yang 

dilakukan pemetaan kegiatan 

APKL

Sekolah 542 - - - - - Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Belum terpenuhinya 

jumlah Guru

Terpenuhinya jumlah Guru 

sesuai kebutuhan

1 Persentase 

terpenuhinya jumlah 

Guru sesuai 

kebutuhan 

100 % Penguatan Kapasitas 

dan Kualitas Guru dan 

Tenaga Kependidikan

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Mengusulkan kebutuhan formasi 

PPPK Guru

1 Jumlah usulan yang dilakukan 

untuk Formasi Kebutuhan 

PPPK Guru

Laporan 1 - - - - - Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Masih rendahnya 

kualitas Guru

Meningkatnya kualitas dan 

kompetensi profesional 

Guru

1 Persentase 

penigkatan kualitas 

dan kompetensi 

guru yang 

profesional

100 % Penguatan Kapasitas 

dan Kualitas Guru dan 

Tenaga Kependidikan

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Fasilitasi Guru mengikuti 

Pendidikan Profesi Guru (PPG)

1 Jumlah Guru yang terfasilitasi Orang 780 - - 9.207.870,00 - - Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Masih rendahnya 

kualitas proses 

pembelajaran 

Terwujudnya proses 

pembelajaran yang efektif 

dan berfokus pada literasi 

dan numerasi

1 Persentase proses 

pembelajaran yang 

efektif yang berfokus 

litnum

100 % Penguatan Mutu 

Layanan, Kurikulum 

dan Sistem 

Pembelajaran

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Memfasilitasi kegiatan pelatihan 

pengembangan kompetensi Guru

1 Jumlah Guru yang terfasilitasi 

mengikuti pelatihan 

pengembangan kompetensi 

Guru

Orang 675 - - 9.207.870,00 - - Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Kondisi lingkungan 

sekolah yang sehat, 

aman, dan inklusif 

masih rendah

Terciptanya lingkungan 

sekolah yang sehat, aman, 

inklusif, dan mendukung 

belajar

1 Persentase 

terciptanya 

lingkungan sekolah 

yang sehat, aman 

dan inklusif 

100 % Penguatan Mutu 

Layanan, Kurikulum 

dan Sistem 

Pembelajaran

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Melaksanakan koordinasi, 

perencanaan dan evaluasi 

implementasi program SIAP 

(Sistem Informasi Anti 

Perundungan) di satuan 

pendidikan

1 Jumlah laporan implementasi 

program SIAP

Laporan 1 - - - - - Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Sarana/perlengkapan 

belajar yang belum 

memadai

Tersedianya sarana dan 

perlengkapan belajar yang 

memadai dan relevan

1 Persentase Sarpras 

belajar yang 

memadai dan 

relevan

100 % Penguatan Mutu 

Layanan, Kurikulum 

dan Sistem 

Pembelajaran

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Melakukan pendataan sekolah, 

terkait usulan penerima bantuan 

perangkat pembelajaran ke 

kemendikdasmen

1 Jumlah sekolah penerima 

bantuan perangkat 

pembelajaran

Sekolah 605 - - - - - Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Intervensi Khusus 

Untuk Kelompok Rentan

Rendahnya kesadaran 

masyarakat tentang 

pentingnya pendidikan

Meningkatnya jumlah 

partisipasi anak usia 7-18 

tahun dalam pendidikan 

nonformal/kesetaraan

1 Persentase 

partisipasi anak 

usia 7-18 tahun 

yang mengikuti 

pendidikan Non-

Formal/Kesetaraan 

dan pendidikan 

Vokasi

100 % Intervensi Khusus 

Untuk Kelompok Rentan

Terfasilitasinya biaya 

pendidikan bagi murid dari 

keluarga kurang mampu

1 Jumlah siswa yang 

terfasilitasi biaya 

pendidikan dari 

keluarga yag kurang 

mampu

100 %

100%

Minimnya dukungan 

biaya personil murid 

dari keluarga yang 

kurang mampu

2 Persentase 

penduduk 

berusia 7-18 

Tahun yang 

berpartisipas

i dalam 

pendidikan 

kesetaraan 

(APS 7-18 

Kesetaraan)

2 laporan



Instansi

I II I II Koordinator Pelaksana

1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 17 18 19 20 23 24 25 28 29

Link Bukti DukungRencana Aksi

Output

No
Sasaran 

Strategis
Indikator

Permasalahan
Baseline Satuan

Tahun 2025 Tahun 2026

Baseline Satuan

Output Anggaran (Rp)

Indikator

Target Satuan Bentuk Intervensi 

Sesuai SE 

MenPANRB

Keterangan 

Intervensi

Target

Realis

asi
Realisasi Realisasi

Satuan

15 16

Tahunan
Triwulan (Akumulasi)

TAHUNAN (Rp)
Triwulan (Akumulasi)

Realis

asi

  Permasalahan

3

Sasaran Indikator

10
2 Capaian 

Iklim 

Keamanan, 

Kebhinekaan 

dan 

Inklusifitas 

jenjang 

Pendidikan 

Dasar

2 Laporan Iklim Inklusivitas 

SD 65,38;

Iklim Inklusivitas 

SMP 62,34;

Iklim Keamanan 

SD 78,21;

Iklim Keamanan 

SMP 75,30;

Iklim Kebinekaan 

SD 77,22;

Iklim Kebinekaan 

SMP 74,20

% Masih Rendahnya 

Kualitas Iklim budaya 

sekolah aman, nyaman 

dan Inklusif

Terwujudnya lingkungan 

belajar yang aman dari 

kekerasan, nyaman dan 

mendorong keterlibatan 

semua peserta didik 

(inklusif)

1 Persentase 

lingkungan belajar 

yang aman dari 

kekerasan, nyaman 

dan mendorong 

keterlibatan peserta 

didik

100 % Intervensi Khusus 

Untuk Kelompok Rentan

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Melaksanakan pembinaan dan 

pendampingan penerapan budaya 

sekolah aman dan nyaman

1 Jumlah sekolah yang 

mendapatkan pembinaan dan 

pendampingan penerapan 

budaya sekolah aman dan 

nyaman

Sekolah 775 - - - - - Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga

TEMA MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS DAN ASKES LAYANAN KESEHATAN

1 Terwujudnya 

pembangunan 

bidang pendidikan 

dan kesehatan 

yang berkulitas 

dan merata

Indeks 

Pembanguna

n Manuasi 

(IPM) 

75,4 Indeks 75,53 Indeks Daya saing SDM masih 

rendah (IPM di bawah 

rata-rata Provinsi Bali)

Meningkatnya Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

1 Usia Harapan Hidup 

(UHH)

75,29 Tahun Penerapan teknologi 

digital dalam proses 

bisnis layanan 

kesehatan,mulai dari 

pendaftaran, rekam 

medis, hingga 

pengelolaan antrian dan 

layanan konsultasi 

daring

Fokus Intervensi 

pada Tema

1 Penerapan sistem informasi 

kesehatan berbasis elektronik 

yang menyajikan data 

pendaftaran, rekam medis,  dan 

pengelolaan antrian.

1 Jumlah  fasilitas kesehatan 

yang menerapkan rekam medis 

elektronik yang menyajikan 

data pendaftaran, rekam 

medis,  dan pengelolaan 

antrian

Puskesmas 20 20 20        266.400.000,00       66.600.000,00           133.200.000,00 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Penguatan 

interoperabilitas data 

kesehatan antar unit 

layanan dan antar 

tingkatan pemerintahan

Fokus Intervensi 

pada Tema

2 Penerapan integrasi data 

kesehatan RME dengan  sistem 

satu sehat Kemenkes

1 Jumlah laporan  integrasi data 

kesehatan RME dengan sistem 

satu sehat Kemenkes

Laporan 1 1 -                            -                            -                                  -   Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Penyediaan layanan 

kesehatan berbasis 

masyarakat dengan 

dukungan platform 

digital

Fokus Intervensi 

pada Tema

3 Pembuatan konten media digital 

yang digunakan untuk  promosi 

kesehatan berbasis kasus di 

masyarakat

1 Jumlah konten media digital 

yang digunakan untuk  

promosi kesehatan berbasis 

kasus di masyarakat

Konten 12 3 6                            -                            -                                  -   Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Penguatan pengambilan 

keputusan berbasis data 

untuk peningkatan 

mutu layanan

Fokus Intervensi 

pada Tema

4 Penyediaan Dasboard kesehatan 

digital untuk  pengambilan 

keputusan berbasis data

1 Jumlah dasboard kesehatan 

digital untuk  pengambilan 

keputusan berbasis data

dashboard 1 1 -                            -                            -                                  -   Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Peningkatan pemerataan 

akses dan kualitas 

layanan fasilitas 

kesehatan bagi 

masyarakat 

miskin/masyarakat di 

wilayah tertinggal

Fokus Intervensi 

pada prioritas 

pembangunan 

nasional

5 Penyediaan sarana prasarana dan 

alat kesehatan pada pelayanan 

kesehatan

1 Jumlah puskesmas yang  

menyediakan sarana 

prasarana dan alat kesehatan 

sesuai standar. 

Puskesmas 20 - -   13.867.935.898,05  3.466.983.974,51        6.933.967.949,02 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Kebijakan pelaksanaan 

pemberian pangan sehat 

untuk mencegah 

stunting

Fokus Intervensi 

pada prioritas 

pembangunan 

nasional

6 Pemberian bahan makanan pada 

keluarga beresiko stunting (KRS 

balita 1-3 tahun)

1 Jumlah Keluarga Beresiko 

Stunting (KRS balita 1-3 

tahun)  yang medapatkan 

bantuan tambahan bahan 

makanan berupa susu tinggi 

kalsium

0rang 179 - -               39.380.000            39.380.000            31.325.068                                -   Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana

https://docs.google.com/spreadsh

eets/d/1aXGkWAKc1oryeNJrYAma

84Wm3btbqXha/edit?usp=sharing

&ouid=104567269921528950236&

rtpof=true&sd=true

Kebijakan pelaksanaan 

pemberian pangan sehat 

untuk mencegah 

stunting

Fokus Intervensi 

pada prioritas 

pembangunan 

nasional

7 Pemberian makanan tambahan 

pada balita T (Berat badan tidak 

naik dibandingkan sebelumnya)

1 Jumlah Balita T (Berat badan 

tidak naik dibandingkan 

sebelumnya) yang 

mendapatkan makanan 

tambahan

balita 1731 - 577             300.000.000                          -                  100.000.000 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

BUPATI BULELENG

I NYOMAN SUTJIDRA

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXGkWAKc1oryeNJrYAma84Wm3btbqXha/edit?usp=sharing&ouid=104567269921528950236&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXGkWAKc1oryeNJrYAma84Wm3btbqXha/edit?usp=sharing&ouid=104567269921528950236&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXGkWAKc1oryeNJrYAma84Wm3btbqXha/edit?usp=sharing&ouid=104567269921528950236&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXGkWAKc1oryeNJrYAma84Wm3btbqXha/edit?usp=sharing&ouid=104567269921528950236&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXGkWAKc1oryeNJrYAma84Wm3btbqXha/edit?usp=sharing&ouid=104567269921528950236&rtpof=true&sd=true
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